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Abstrak
 

Ada banyak jenis badan intelijen di Indonesia yang mempunyai tujuan utama untuk mencegah negara dari

berbagai ancarnan yang dapat mernbahayakan negara dan bangsa. Mereka hares menyelidiki fenomena

ancaman sebelum ancaman tersebut mengancam keamanan nasional. Badan-badan intelijen tersebut adalah

Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BATS), Badan Intelijen Kepolisian (BIK),

Badan Intelijen Imigrasi (BIM1), Badan intelijen Bea Cukai (BIBC), dan Badan Intelijen Kejaksaan Agung

(BIKA). Masing-masing badan intelijen tersebut hams melakukan tugas untuk menjaga keamanan nasional

dari berbagai ancaman sesuai dengan fungsinya. Di antara badan-badan intelijen ini, BIN merupakan

koordinator bagi semua badan intelijen di Indonesia. Akan tetapi, aktifitas mereka tidak dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan tidak adanya peraturan yang mengatur kewenangan mereka untuk

menyelidiki suatu kasus, khususnya orang yang menjadi saksi.

 

Di satu pihak, badan-badan intelijen tersebut tidak dapat menyelidiki fenomena dari orang yang dituduh

sebagai penjahat Dalam melaksanakan penyelidikan, badan-badan tersebut perlu menahan orang tersebut

yang dalam hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Sementara penahanan yang dilakukan oleh

badan-badan intelijen sangat berbeda dengan kewenangan untuk menahan yang dilakukan oleh polisi.

Badan-badan intelijen tersebut perlu menahan seseorang untuk menyelidiki sejauh mans orang tersebut

mempunyai hubungan dengan organisasi terorisme. Hal ini berarti bahwa badan-badan intelijen tersebut

mencoba untuk menganalisis bahwa orang tersebut mempunyai jaringan komunikasi dengan

anggotaangotanya di organisasi terorisme dalarn usaha mencegah orang tersebut dekat dengan jaringan

mereka dan menyusun aktifitas teror. Sementara, polisi menahan orang untuk menyelidiki apakan orang

tersebut bersalah dan rnengirinmya ke penjara.

 

Di pihak lain, aktifitas organisasi terorisme terlalu samar karena mereka mempunyai jaringan maya bahwa

mereka dapat menyusun setiap ak-tifitasnya secara online. Karena terorisme terrnasuk dalarn kejahatan non-

tradisional, adalah sukar untuk mengenaii aktifitas mereka tanpa ada penyelidikan yang teliti. Akan tetapi,

penyelidikan yang dibuat oleh Badanbadan Intelijen cenderung dituduh melanggar hak asasi manusia,

seperti penahanan, memaksa orang untuk mengaku, mengancam, dan lain-lain upaya untuk mengumpulkan

inforrnasi keberadaan organisasi mereka.

 

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang menjadi dasar dari aktifitas Badan Intelijen

tersebut diperlukan. Selain itu, perlu untuk memperbaiki semua struktur badan intelijen yang kini ada

Selama ini, snaktur badan intelijen cenderung menunjukkan kewenangan mereka sendiri. Contoh, Badan
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Intelijen Kepolisian dan Badan Intelijen Stratejik TNT. Struktur ideal hams tidak berfokus pada sektor yang

khusus tetapi harus mencakup seluruh sektor. Lebih lanjut, struktur tersebut harus menunjukkan

kewenangan tertinggi dan aktifitas intelijen untuk mengawasi tiap-tiap aktifitas dari semua aktifitas intelijen.

Struktur ini harus ada dalam peraturan yang akan dibuat. Di masa mendatang, peraturan ini dapat menjadi

perlindungan yuridis untuk aktifitas badan-badan intelijen di Indonesia dalam usaha pemberantasan

kejahatan terorisme.

<hr><i>Many kind of intelligent agencies in Indonesia have main goal in prevent state from many kind of

threats which can endanger the state and the nations. They should investigate phenomena of threats before it

become threats for national safely. The agencies are Badan Intelijen Negara (BIN, State Intelligent Agency),

Badan Intelijen Strategis TNT (BALS, Strategic Intelligent Agency Indonesian Armed Forces), Badan

Intelijen Kepolisian (BIK, Police Intelligent Agency), Badan Intelijen Irnigrasi (BIMI, Immigration

Intelligent Agency), Badan Intelijen Bea Cukai (BIBC, Custom Intelligent Agency), and Badan Intelijen

Kejaksaan Agung (BIKA, Supreme Persecutory Intelligent Agency), Each agency should do the task to

maintain national safety from many kind of threats according to their functions. Among these agencies, BIN

is a coordinator for all intelligent agencies in Indonesia However, their activity could not be accomplished as

it should. It is because there is no regulation to manage their authority to investigate the case, especially

person who become witness.

 

In one hand, the agencies could not investigate the phenomena from person who have been alleged a

criminal. In doing investigation, the agencies need to arrest those person and it against the human right, of

course_ Actually, arresting which done by the intelligent agencies is quite different to arrest done by the

police. The agencies need to arrest person to investigate that how far this person has relations to the

terrorism organization. It means that the agencies try to analysis that the person has network to communicate

to their members in terrorism organization in order to prevent the person close to their network and arrange

the activity of terror. Meanwhile, the police arrest person to investigate whether this person is guilty and put

them into detention.

 

On the other hand, the activity of terrorism organization is too vague because they have a virtual network

that they can arrange every single activity by online. As terrorism is included in non-traditional crime, it is

difficult to identify their activity without any precise investigation. However, the investigation which is

made by the Intelligent Agencies tend to be alleged against human rights, such as arresting, pushing

someone to confess, threatening, and so on in order to gather information of their existence. There are no

regulation for the Intelligent Agencies to develop their authority for gathering information. They need

regulation which can give them authority to do what they need to do.

 

The finding of the observation show that the regulation which become based of the activity of the Intelligent

Agencies is needed. Besides that, it is needed to be fix all the structures of the Intelligent Agencies which

now available. For long time, the structures of the Intelligent Agencies tended to show their own authority.

For example, Police Intelligent Agency and Strategic Intelligent Agency of Indonesian Armed Forces. The

ideal structures should be no to focus on specific sector but should cover all sector. Furthermore, the

structures should show the highest authority of intelligent activity to control each activity from all the

intelligent activity. This structure should be in the regulation that will be made. In the future, this regulation



can be a legal protection for the activity of the intelligent agency in Indonesia in order to war against

terrorism.</i>


